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RINGKASAN

Maraknya pedagang kaki lima di Kota Malang, umumnya disebabkan oleh pengaruh
urbanisasi yang tak terkontrol dengan baik. Oleh karena itu dalam penelitian terkait efektivitas
penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Malang bertujuan untuk mengkaji terkait
bagaimana pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota
Malang, dengan metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan teknik penentuan
informan yakni purposive sampling dan menganalisis dengan menggunakan triangulasi teknik,
adapun penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah kota Malang telah melakukan beberapa
upaya pemberdayaan penataan PKL di Kota Malang dibuktikan dengan dikeluarkannya perda Kota
Malang No.2 Tahun 2012, selanjutnya pemerintah juga rutin menghimbau dan menertibkan
pedagang kaki lima yang membandel, dan tidak mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah
Kota Malang. Sedangkan untuk faktor penghambat dari efektivitas pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Malang ialah kurangnya kesadaran dari beberapa PKL
sehingga sulit dalam melaksanakan penataan dan Pedagang Kaki Lima beralasan mencari uang
pendukung dan Faktor Pendukungnya adalah ada beberapa instansi terkait yang ikut mendukung
jalannya penataan Pedagang Kaki Lima sepertinya Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang kaki
lima yang memahami setiap himbauan

Kata Kunci : Efektivitas, Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan, dan Penataan




BAB1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menonjolnya gejala yang terdapat di indonesia yang dimaknai sebagai urbanisasi yang
nantinya hal yang terbilang positif tidak akan berdatangan akan tetapi hal negatiflah yang
berdatangan, tertampungnya urbanit yang berada di sektor formalnya dan urbanit sebagiannya
tidak memiliki akan keterampilan yang terbilang tidak dibutubkannya di kota. Ketidak
tertampungnya dalam lapangannya yang ketersediaannya dalam hal formal. Tertampungnya
urbanit di bidang formal secara umum dengan statusnya sebagai pencari kerja dan melakukan akan
pekerjaan dengan tujuannya melakukan penopangan hidup. Bidang yang muncul dalam hal ini
informal sebagai kegiatannya akan pedagang yang mempunyai sifat dalam hal ini kompleks dan
bersangkutan dengan jenis dari barang dan juga tata ruangnya dan waktunya. Berbanding
kebalikan dengan bidang formal yang penggunaan teknologi yang terbilang maju karena sifatnya
akan padat modal dan juga perlindungannya didapatkan dari pemerintah dan bidang yang terbilang
informal dengan kelebihannya disenangi oleh masyarakatnya yang bergolongan bawah. Melalui
bidang yang informal inilah biasanya dikenal dengan akan ekonomi bawah tanah. Bidang yang
informal dimaknai sebagai unit dari usaha dan tidak sedikit dalam hal menerima akan ekonomi
yang diproteksi dengan cara resmi yang asalnya dari pemerintah (Hidayat, 2010:17). Melalui
bidangnya informal dalam usahanya dengan skala kecil dan modal dan juga ruang lingkupnya dan
melakukan pengembangan yang terbilang terbatas.

Pada daerah yang terbilang perkotaan dan bidang yang informal dengan penganggapan dalam

mengundang akan banyaknya masalah yang paling utama adalah yang melakukan operasi pada




tempat yang terbilang strategis dan melalui lintasannyalah lingkungannya menurun yang terdapat
di kota, dan pemkot dapat melakukan pengambilan akan pembatasannya melalui kebijakan dalam
hal ini ruang geraknya yang terbilang informal. Pada kota besar jakarta bidang informalnya
mendapatkan akan perlakuan yang terbilang tidak pantas yang asalnya dari penertiban kota dalam
hal ini aparat seperti yang diusir dari tempat berusahanya dan juga alatnya serta usahanya akan
dilakukan penyitaan.

Melalui permasalahan tersebut bahwa bidang informal memiliki andilnya yang terbilang
cukup dan juga berarti dalam melakukan pengurangan akan penganggurannya yang terdapat di
kota yang terbilang besar. Melalui penciptaannya akan lapangan kerja nantinya dapat
menghasilkan pemasukan dalam hal ini pendapatan yang terbilang cukup dalam melanjutkan hidup
di kota yang terbilang besar sehingga tidak menjadi menganggur yang nantinya malah tidak
mendapatkan penghasilannya sendiri. Sesuai dengan surveinya di kota yang terbilang masih
berkembang bahwa indonesia juga termasuk sekitar dua puluh sampai tujuh puluh persen dalam
berkesempatan bekerja melalui berkegiatan kecil dengan penyebutannya bidang informal, dengan
maksud sebagai berkegiatan dalam ekonomi yang tidak masuk dalam organisasi dan juga belum
menjangkau akan pemerintah melalui kebijakan (Manning dan Effendi, 1995:87). Bidang informal
dalam hal ekonomi mempunyai peran dengan melalui penyediaannya akan barang dan juga jasa
untuk sektornya yang terbilang formal, termasuknya bidang informal seperti PKL melalui daerah
perkotaan sebagai sosial dalam hal ini realitas selalu mendapatkan masalah dalam hal ini fisik kota
yang nantinya akan ditata dalam akan bermasalah dengan lingkungan (Daldjoeni, 1998:224). Kota
malang terdapat lokasi yang PKL gunakan dan dianggap sebagai pelanggar aturan dalam hal ini
tata ruang akan kota yang dimana penetapannya oleh pemerintah dengan cara otomatis sebabkan

kekumuhan dan juga mengakibatkan tidak sedapnya pemandangan, seperti berdampaknya trotoar




yang salah difungsikan yang seharusnya ditempatkan untuk pejalan kaki nantinya dengan cara
melakukan aktivitas berjualan.

PKL dianggap oleh pemerintah sebagai sampahnya masyarakat yang nantinya diperlukan
untuk dibersihkan dan dilakukan penggusuran. Penetapan akan ketertiban dan kebersihan yang
dilakukan pemerintah melalui penggusuran. Biasanya di kota besar terjadinya akan penganiayaan
dan juga ketidakpantasan untuk dilakukan untuk PKL yang dilakukannya oleh pemerintah dan
melalui inilah gaya akan ekonomi indonesia melakukan peniruan akan sistem ekonomi negara
yang terbilang maju sehingga lupa akan esensi dari peniruan dalam melakukan pengaturannya
akan ekonomi, bahwa indonesia yang memfokuskan penampilan dari ekonomi yang terbilang
hanya terlihat oleh mata.

Penganggapan pada kualitasnya dan sejahteranya masyarakat dimana pemerintah lupa akan
sengsaranya rakyat karena pemerintah dalam memfasilitasi penghidupan yang layak dalam
mengatur akan PKL dalam tidak melakukan penggusuran, sehingga keterpurukan bangsa makin
terjadi dalam melakukan penggusuran sehingga nantinya juga mengalami peningkatan akan
pengangguran. Pemerintah beralasan akan kebersihan dan tertibnya dan dimana pemerintah
perlunya melakukan perapian akan kayu bangunan dan juga hidup yang pantas untuk PKL dengan
kewajiban lingkungan yang bersih dijaga. Kejadian inilah sebagai bukti kehadiran dari PKL dan
telah menjadi masalah dalam negara dan nantinya akan meningkatkan jumlahnya dari PKL dan
tidak adanya pengibangan dalam menata lokasi yang terbilang baik. PKL yang hadir berdampak
pada hal negatif dalam hal ini keruwetannya terjadi dan kekumuhan dapat terjadi dan publik yang
nyaman menjadi terganggu.

Melalui PKL yang hadir di bagian perkotaan sebagai kenyataan sosial yang berdampak pada

masalah tata fisik dari kota dan juga lingkungan untuk dinas koperasi perindustrian dan




perdagangan kota malang. Lokasi yang disebabkan berjualannya PKL sebagai penyalahan
aturannya tata ruang dari kota yang terbilang menjadi penetapan akan pemerintah yang
menyebabkan alif fungsi dari trotoar, melalui masalah tersebut juga terjadi di kota malang bahwa
banyak PKL yang berjualan di trotoar dan menyebabkan akan kurangnya berfungsi fasilitas umum
kesesuaian peruntukannya dan macetnya lalu lintas serta tata ruang kotanya tidak beraturan dan
juga terlihat kumuh di wilayahnya perkotaan.

Sesuai penjelasan tersebut menjadi alasan peneliti dengan pengambilan judul “Efektivitas
Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Studi Pada Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota
Malang?
2. Apa sajafaktor pendukung dan penghambat efektivitas Pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang?

3. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas Pelaksanaan
Efektivitas Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang
4, Manfaat Penelitian
Manfaat penelitiannya yaitu:

1. Manfaat akademis




Sesuai hasil akan penelitian dijadikan sebagai bahan yang nantinya akan menjadi kajian, dan
penambah pengetahuan bagi yang ingin mengetahui tentang pedagang kaki lima.

Manfaat praktis
Nantinya dijadikan landasan dalam dunia kerja dan juga sebagai bentuk penyelesaian masalah
akan PKL agar tidak terjadinya penggusuran dan hal lainnya yang tidak mensejahterakan

rakyat.
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